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KEPUTUSAN LURAH PADANGKERTA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KELURAHAN PADANCKERTA

A s AN RE A R

1TRAH PADANGKFRTA,

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomaor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan_
sctiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan
menerapkan Standar pelayanan Publik untuk getiap jenis lavanan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di
Kelurahan Padangkerta dipandang perlu menetapkan Standar
PE!ﬂ}rnnflﬂ Daglalals -

LLpdALIE B LELARAEN

¢. bahwa bordasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang
perlu menetapkan Keputusan Lurah Padangkerta tentang
Standai Pelayanan Publik Kelurahan Padangkeiia.

1. Undang-Undang Nomor 6% Tahun 1958 tentang Pembeniukan iacrah-
daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat ! Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Wusa Tenggara 1imur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik indonesia Nomor 1663 );

2. Undang-Undang Nomor 25 lahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negera Repubiik indonesia tahun 1999 Nomor 75,
Tambahanl.embaran Negara Republik Inonesia Nomor 3851);




N

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
scbagaimana  teiah diubah beberapa kaii, terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

- Persiurun Pemerintah Nomor 96 Tabun 2012 entang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 lahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2612 Nomor 215,
Ilambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peratiiran  Pemerintah Nomor 17 Tahun 7018 tentang  Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205 ¢

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Adminstrasi Terpadu Kecamatan ;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:

. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Karangasem Nomor §) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Pelimpahan Scbagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2013 Nomor 39), schagaimana telah diuhah
beberapa kali. terakhirdengan Peraturan Bupati Karanagsem Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan ketign Atas Peraturan Bupati Nomor 390
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 16);




10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Scrtz Tata Kera
Perangkal Daerah (Derita Dacrah Kabupalen Karangasen Tahun 2021
Nomor 61).

11. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 676/HK/2013 tentang Penetapan
Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Kubu,
Rovaiion  Belbunden, Reovanmion  Selal, Recanston  Sideioen,
Revumsiun Reodang dan Kecamalan Maonggis Sebayui Penyelengyura
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Wilavah Kahupaten

Karangasem
MEMUTUSKAN -
Menetapkan
KESATL! : Menctopkan Sisnder Pelayanan Publik pedz Kelurshan
Padangkerin  scbageimane tercantum  dalsmm  Lampion
Keputusan vang tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah ini ;
KEDUA :  Ketentuan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud
dalam diktum kesarn memuat :
1. Komponen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan
prosis ponyampaian polayanan {service delivery) moliputi:
0. persyaratan;
b. sistemn. mekanisme dan prosedur;
c. jangka waktu pelayanan;
d. biaya / tarif;
€. piodin | Iy andi
f. penanganan pengaduan. saran dan masukan.
2. Komponen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan
proses  pengeioiaan  iayanan di  internal organisasi
Umanuraciuring ), melipu;
a. dasar hukum;
b. sarana, prasarana dan / fasilitas;
¢. kompetens: pelaksana;
d. pengawas internal;
¢. jumilsh pelaksena:
f. Jaminan Pelayanon
g. Jaminan keamanan dan keselamatan Pelavanan
h. evaluasi kinerja pelayanan
KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Kelurahan Padangkerta sebagaimana

dimakend dalam Dikham Kedua dinerounakan sebapal sougn vang harus

dilaksanakan dalam melaksanakan pelavanan kepada masyarakar




KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini
dibebankun pada Anggarun Pendapatun dan Belanja Daerah Kubupaten
Karangasem.

KELIMA : Keputusan Lurat ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di Amlapura
Pada Tanggal 28 Mei 2024

LURAH PADANGKERTA

t#- 1 GUSTI BAGUS T ASA , S.STP.MAP.,
PENATA TINGKAT 1
NIP. 19920101 201406 1002

Keputusan Lurah ini disampaikan kepada :
I. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekretaris Daermh Kabupaten Karangasem di Amlapura,
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
4. Sckretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan Padangkerta.
5. Kepala lingkungan se-Kelurahan Padangkerta




LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
PADANGKERTA NOMOR 13
TAHUN 2024 |ENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN PADANGKERTA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PADANGKERTA

1. PENDAMPINGAN/FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK

BERUSAHA (NIB).
| Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery) I
i_l"i‘o_' Komponen i Uraian i
[ 1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan (Keterangan Usaha/ldentitas Usaha) |
| 2. Alamat email akiif {dapat dibantu pembuatan email oleh ]
| petugas) |
| 3. Fotokopi KTP. |
[ 4. Fotokopt NFWF (opsional), |
| 2. | Sistem, Mekanisme | 1. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan |
’ dan Prosedur gilirannya; |
2. Pemohon dipanggil oleh petugas loket |
| pelayanan; ]
' 3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan vang |
] telahditentukan: |
f ' 4. Berkas persvaratan diterima dan diverifikasi oleh |
| petugas ‘
l 5. Petugas menginput data pada aplikasi OSS-RBA.
6. Setelah lengkap, petugas mencetak Dokumen NIB; ]
7. Dokumen Izin diserahkan kepada pemohon ;
8. Pemohon dapat diminta mengisi Survey |
KepuasanMasyarakat (SKM). |
3. | Jangka Waktu 25 menit, jika persyaratan dinyatakan lengkap.
Penyelesaian
F Riava/Tarif Ciratis.
5. | Produk Layanan Dokumen NIB.
]




Penanganan
pengaduan. saran dan

masukan

Kotak Saran (Jl Raya Amlapura-Singaraja, Kode ‘

Pos 80811).

Telepon : (0363) 4301726 |

Website : ||
|

https://kelurahapadangkerta karangasemkab.go.id/

Proses Pengelolaan Pelavana

n( !Jﬂmﬂfmﬂfﬁng}

T

Dasar hukum:

1.

-

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013

tentang  Pelimpahan  Sehagian  Kewenangan Bupati

Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusanl
Pemerintshan Daerah, sebagaimuna telsh  diubah
beberapa  kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Karanagsem Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun Zi_'t!BI
icitang [Delimpahan Sebagian  mewenangan I}upnhl
Kepada Camat Untuk Melaksanakan  Urusan
Pewwernubahan Duerad, I
Keputusan Bupati Karangasem Nomor ﬁ'.-’ﬁH-EKf:".ﬂIJ’
tentang

Penetapan  Kecamatan Karangasem, Kecamatan

n“‘i-ﬂ.ﬂ o I

Kecamatan Kubu, Kecamatan Bebandem. Kecamatan |
Selat, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Rendang dan
Kecamatan Manggis Sebagai Penvelengpara Pelavanan
Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Wilayah
Kabupaten Karangasem. !

dan / fasilitas;

1.
2

S

Meja Loket |

Komputer dan Jaringan 7. Toilet
Intermnet | 8 Tempnt Parkir
Alat Tulis Kantor | 9. LEDTV
Ruang/Kursi Tunggu | 10. Pojok Baca
Sistem Antrean Manual | 11. Pojok laktasi
Free Wifi

Kompetensi
pelaksana;

s e e e——

[

Pendidikan minimal SMA/SMEK/Sederajat.

Memiliki - kemampuan  mengoperasikan  Kompuier
(minimal microsofl Office Word dan Fxeel) dan
menguasal aplikasi O8SS-RBA,

Memahami peraturan perundang-undangan terkait |
Memahami tugas fungsi dan  mekanisme l
PelayananAdministrasi Terpadu Kelurahan Bidang
Perijinan;

Dapat berkomunikasi dengan masyarakat penerima
layanan dandapat berkoordinasi dengan instansi terkait.




10. | Pengawas ‘ Pengawasan oleh Lurah, Seklur dan kasi Pelayanan
internal; Umum.

11. | Jumlah pelaksana: ! 6 orang.

12. | Jaminan Pelayvanan I Standar Operasional Prosedur (SOP) :

|

13. | Jaminan keamanan | a. Maklumat Pelayanan
dan keselamatan |
Pelayanan |

14. | Evaluasi kinerja I Dilaksanakan minimal | (satu) kali dalam setahun, melalui
pelayanan | Survei

| | Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM / NON-PERIZINAN

1. SURAT KETERANGAN TEMPAT .
TINGGAL

SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
SUDAT KETERANGAN MENINGGAL

Lol o
=

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN o
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU 10.
(SKTM )

o

SURAT KETERANGAN AHLI
WARIS/SILSILAH

SURAT KETERANGAN JANDA / DUDA
SURAT KETERANGAN PEMBELIAN
SOLAR

SURAT KETERANAN SALAH NAMA
SURAT KETRANGAN LAIN-LAIN (SESUAL
KEPENTINGAN MASYARAKAT)

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

No Komponen [

Uraian

1. | Persyaratan

e Iil'l.":ll"l HAmn
Bl T

Fotokopi Identitas.
Frrm/hlankn yang sudah diketabin/ Surat Pf-ngnni:ur

l
&
|I ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan (Kecuali

fasilitasi dan Konsultasi)




¥ Website :

hitps://kelurahapadanekerta karangasemkab.po.id/

' 2. | Sistem, Mekanisme 1. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai ‘
dan Prosedur dengan gilirannya:
2. Pemohon dipanggil oleh petugasloket !
pelavanan:
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang ]
telahditentukan: |
4. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh |
petugas |
5. Berkas persyaratan diverifikasi Kembali oleh |
KepalaSeksi Pelavanan Umum/Kepala Seksi '
terkait. '
6. Setelah berkas persyaratan disetujui dan diberikan paraf, |
selanjutnya berkas diajukan kepada Lurah. |
7 Dokumen pemohon dicap/stampel dan dieatat dalam i
bukuregister: |
8. Dokumen /Surat keterangan diserahkan kepads |
pemohon melalui loket ;
9. Pemchon dapat diminta mengisi Survey
KepuasanMasyarakal (SKM).
3. | Jangka Wakiu 25 meait, jika pcrsyaratan dinyatakan lcngkap.
Penvelesaian
4. | Diaya/ lani Cinatis.
5. | Produk Layanan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum
6. | Penanganan ¥ Kotak Saran (JI| RavaAmlapura-Singaraja, Kodelos
pengaduan, saran dan | BOBIT).
masukan ¥ Telepon : (0363) 4301726

Proses Pengelolaan Pelavanan (Manufacturing)

No

Komponen

Uraian

s

Dasar hukum;

o

e —

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat UntukMelaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Karanagsem Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahin 2013 tentang Pelimpahan Sehagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah;




i Keputusan Bupati Karangasem Nomor 676/HK/2013|
| tentang Penetapan Kecamatan Karangasem, Kecamatan
Abang, Kecamatan Kubu, Kecamatan |
Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemien, Kecan
Rendang dan Kecamatan Manggis Sebagai Fenyveiengg
Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan r&:-l:
| Wilayah Kabupaten Karangacem,

Sarana. prasarana | 1. Meja Loket

Jumlah pelaksana; | 6 orang.

Jaminan Pelayanan | Standar Operasional Prosedur (SOP) :

|

dan / fasilitas: 2. Komputer dan Jaringan | 7. Toilet F
Internet | 8. Tempat Parkir I

| 3. Alat Tulis Kantor 9. LEDTV |

I‘ 4. Ruang/Kursi Tunggu 10, Pojok Baca l

5. BSistem Antreai Maniual 11. 1uju}; kiasi |

[ 6. Tree Wil .

Kompetensi | 1. Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat. f'
| pelaksana: 2. Momiliki kemampuan mcngoperasikan  komputer
(minimal microsoft Office Word dan Excel): |

| 1 Memahami peratiean pernndang-nundangan terkait vang |

berlaku; |

4. Memahami tugas fungsi dan mekanisme Pelayanan |

Administrasi Umum : |

5. Dapat berkomunikasi dengan masyarakat penerima |

layanan dandapat berkoordinas: dengan instansi terkait. |

| |

]

Pengawas Pengawasan oleh Lurah, Seklur dan kasi Pelayanan |
intcrnal; Umnuam. I
I

l

|

Jaminan keamanan | 1. Maklumat Pelayanan h}

dan keselamatan |
Pelayanan |

14. | Evaluasi kincrja Dilaksanakan minimal 1 {satu) kali dalam setahun, mclalui i
Pg]a}ra_nan Survel i

| i Kepuasan Masyarakat {SKM). 3

LT/RAH PADANGKERTA,

B

NTARA MAP,
PFNATA TINGKAT I

NIP, 15926101 201406 1 602

]



